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ISU KEMISKINAN

KOMITMEN 
GLOBAL

Millenium 
Development Goals 

(MDGs)

Sustainable 
Development Goals 
(SDGs) 17 Tujuan

NASIONAL

Perpres  No.  2 
Tahun 2015 

Tentang RPJM 
Nasional Tahun 
2015 – 2019 

dan Perpres No 15 
tahun 2010  (telah 

diperbaharui 
dengan Perpres 

Nomor 166 Tahun 
2015 Tentang 
Percepatan 

Penanggulangan 
Kemiskinan)

DAERAH/ 
LOKAL

Isu Strategis 
dalam dok.  

perencanaan



KONDISI KUALITAS SDM DI KALTIM

MASIH PERLU UPAYA 
PERBAIKAN PADA MASING-

MASING KOMPONEN 

Angka Harapan 
Hidup

melalui perbaikan 
lingkungan, perilaku 
sehat dan pelayanan 

kesehatan 

Harapan Lama 
Sekolah dan 

Rata-rata Lama 
Sekolah

Pengeluaran per 
kapita

pemberdayaan 
masyarakat miskin

ketersediaan, 
keterjangkauan 

kualitas, kesetaraan 
dan kepastian 

penyelenggaraan 
pendidikan
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 IPM (Sumbu Kiri)  Pertumbuhan (Sumbu Kanan, Persen)

IPM Kaltim yg terus meningkat dari 

tahun 2010-2017 (naik 3,81 poin) artinya 

peningkatan ini menunjukkan indikasi 

positif terhadap kualitas manusia di 

Kaltim dilihat dari aspek KESEHATAN, 

PENDIDIKAN dan EKONOMI yang

semakin membaik serta berdampak juga 

pada peningkatan pencapaian Kualitas 

SDM Kaltim 



KONDISI KEMISKINAN KALTIM

Persentase 

penduduk 

miskin Kaltim 

Maret  2018 

sebesar 

6,03% 

dibawah rata-

rata nasional 

sebesar 

9,82%



KONDISI KEMISKINAN KOTA DAN DESA DI KALTIM

Tingkat kemiskinan 

di perdesaan lebih 

tinggi bila dibanding 

dengan daerah 

perkotaan

Jumlah penduduk miskin di 

Kaltim secara umum sangat 

berfluktuatif dari tahun ke 

tahun. Kenaikan yang sangat 

signifikan terjadi pada tahun 

2014 sebesar 252.680 jiwa.



UPAYA 

MENGANGKAT 

MASYARAKAT 

MISKIN

Bantuan 
Masyarakat 

Miskin

Masyarakat 
miskin agar 
bisa bekerja

Pemberdayaan 
Masyarakat

(pemenuhan layanan dasar bagi 
masyarakat miskin : harus sehat, harus 
pintar, memiliki tempat tinggal layak)

Masyarakat miskin 
punya 

pendapatan

masyarakat miskin jangan sekedar 
dijadikan obyek pembangunan (beri 

ruang berpartisipasi dalam 
pembangunan; masyarakat miskin juga 
perlu diajak berubah mentalitasnya). 



ADA KETERBATASAN DANA

OPTIMALISASI PERAN 
SWASTA melalui 

Coorporation Social 
Responsibility /CSR. 

UPAYA PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN

PENGGALANGAN SUMBER 
DAYA, UTAMANYA 

PENDANAAN
termasuk melalui pola 

sharing pendanaan 
(Pusat, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota)



Kebijakan dalam peningkatan 
pendapatan daerah , agar jangan 
membebani masyarakat miskin 

Kegiatan rutin yang masih bisa 
ditunda , agar diarahkan pada 

peningkatan target kegiatan yang 
pro poor secara konkrit

Realisasi belanja daerah dilakukan 
sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi serta sesuai dengan 
kewenangan

Basis Data Terpadu Tahun 201 7
dapat dijadikan sebagai referensi

yang berkesinambungan 

SKPD PROVINSI

PRIORITAS 
PROGRAM DAN 
RENCANA KERJA

PROVINSI



PRIORITAS 
PROGRAM DAN 
RENCANA KERJA

KAB/ KOTA

Komitmen Bersama antara Gubernur 
dan Ketua DPRD Provinsi serta 

Bupati/Walikota dan Ketua DPRD 
Kabupaten/Kota  tentang 

penanggulangan kemiskinan dapat 
diimplementasikan dalam penyusunan 
RPJMD dan RKPD serta APBD masing-

masing kabupaten/kota 

Agar dibangun sinergitas dan 
sinkronisasi target penurunan angka 
kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD 
dengan mengacu pada target provinsi

Melakukan validasi data berdasarkan 

Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2017, 

utamanya terkait dengan kondisi 

rumah tidak layak huni yang menjadi 

tanggung jawab Pemprov Kaltim, di 

luar alokasi kabupaten/kota

KAB/KOTA



TERIMA KASIH


